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Abstract 
The dynamics of village level administration has been going on for a long time, of course there is something 
interesting to be addressed that is the process of integration of the mechanism of government implementation 
and its authority in organizing public services. The administration of public services, especially in the control 
of migrant populations, is needed to anticipate social and psychological impacts such as criminal acts, public 
order disturbances both with regard to local authorities and customs. Starting from the background with how 
the implementation of village administration in the control of the migrant population then as a material review 
and consideration of decision-making control of the immigrant population in Dangin Puri Kaja village 
required a control strategy of the migrant population. The problems raised in this research is how the 
implementation of village administration in controlling the immigrant population in Dangin Puri Kaja Village, 
North Denpasar District. The population in this study the authors use the entire population of immigrants in 
the work area of Dangin Puri Kaja Village is estimated to amount to 505 people, while to determine the sample 
authors use the model of Accidental / Incidental sampling or convenience sampling. The collected data is 
processed using qualitative analysis technique that is analyzing the data inductively that is based on the facts 
of the phenomenon or events that are special, then taken the conclusion is general, The research results have 
not been realized Local Regulation No. 14 of 2002 on the implementation of registration of the population 
according to Information Systems Management Population. Implementation of village administration does not 
have a clear pattern to control the administrative order of migrant population and need revitalization of Local 
Regulation No.4 / 2001 on the taxpayer of the boarding house. 
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I. PENDAHULUAN 
Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, 
ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. 
Kartohadikusumo menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu 
masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan 
terendah di bawah camat (Atmaja, 2002)  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa 
perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak 
yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan 
keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, 
khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa. Meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu 
dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan 
pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu 
dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi (Nurcholis, 2011).   
Fenomena dinamika urbanisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, peningkatan urbanisasi 
dipicu kegagalan Otonomi Daerah (Otda). Pemerintah daerah diharapkan memiliki kewenangan lebih 
untuk mengelola perekonomiannya sehingga terjadi distribusi dalam pembangunan ekonominya, 
tetapi pemerintah daerah mengahadapi setumpuk kegagalan secara ekonomi dalam melakukan 
pembangunan wilayahnya. Otonomi Daerah dan desentralisasi menumbuhkan harapan 
padapeningkatan ekonomi daerah nonurban, pada kenyataanya, tidak ada korelasi positif antara 
Otonomi Daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Fenomena lain yang menjadi 
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permasalahan baru, maraknya kriminalitas seperti perampokan, penodongan maupun hipnotis, 
merupakan akibat dari laju urbanisasi yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Kekwatiran 
tersebut ditunjang karena belum optimal secara operasional implementasi administrasi desa 
khusussnya terhadap penduduk pendatang. Berdasarkan studi pendahuluan terhadap sistem 
pencatatan dan pendokumentasian penduduk pendatang di kantor desa tidak ada bukti fisik yang 
mendokumentasikan jumlah secara fakta penduduk pendatang. Perangkat pendukung lain yang 
ditemukan hanyalah pendokumentasian Kartu Identitas Penduduk Menetap (KIPEM) tetapi tidak 
ditemukan data maupun laporan yang menjelaskan mobilitas penduduk pendatang.  
Uraian latar belakang diatas menginspirasi peneliti untuk mengamati lebih cermat secara 
kualitatif implementasi administrasi tingkat desa dalam pengendalian penduduk pendatang sejalan 
dengan arus urbanisasi setiap tahunnya. Ketidak jelasan sistem administrasi penduduk pendatang 
memberikan dampak terhadap kesulitan dalam menmgambil kebijakan serta memberikan kesulitan 
dalam berkoordinasi secara antar dan lintas program. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Implementasi adalah muara dari aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 
Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 
tujuan kegiatan (Usman, 2002). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 
bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 
dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 
kegiatan. 
 Wibawa (2006) mengemukakan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh 
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan 
rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perkembangan 
perkotaan, beberapa wilayah desa yang berada di perkotaan dijadikan kelurahan, kepala kelurahan 
tidak dipilih, tidak dapat secara otonom membuat keputusan sendiri, tidak dapat menetapkan 
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) sendiri, sehingga tidak perlu 
dibentuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD).  
Mobilisasi ke perkotaan mempunyai dua harapan, yaitu harapan untuk memperoleh pekerjaan 
dan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di perdesaan, 
dengan demikian mobilitas desa-kota sekaligus mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara 
desa dengan kota, oleh karena itu arah pergerakan penduduk juga cenderung ke  kota yang memiliki 
kekuatan yang relatif besar sehingga diharapkan dapat memenuhi pamrih-pamrih ekonomi mereka. 
Selain itu Lee (1976) juga mengemukakan bahwa yang mendorong untuk migrasi kadang-
kadang bukan faktor nyata yang terdapat di tempat asal dan tempat tujuan tetapi adalah tanggapan 
seseorang terhadap faktor-faktor itu dan terutama tentang keadaan di tempat tujuan berdasarkan 
informasi dan hubungan-hubungan yang diperoleh sebelumnya. 
III. METODE  
Populasi dalam penelitian ini  adalah masyarakat/penduduk pendatang Desa Dangin Puri Kaja, 
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah antara 
5 sampai 10 orang dari populasi yang diambil dengan cara accidental sampel (kebetulan terjaring saat 
penertiban administrasi kependudukan). Pemilihan sampel dengan teknik Snow Ball (bola salju) pada 
penelitian ini sulit dilakukan dan mengalami kebuntuan informasi, mengingat penduduk pendatang 
yang berdomisili di wilayah kerja Desa Dangin Puri Kaja datang sendirian dengan keperluan secara 
individual sehingga tidak memiliki hubungan dengan orang lain. 
Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara 
dan kajian dokumen. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Salah satu investasi bisnis properti di Bali yang saat ini yang sangat prospektif adalah investasi 
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dibisnis kost-kostan. Tidak dapat dipungkiri memang kebutuhan akan rumah tinggal semakin hari 
akan semakin banyak. Sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata dan salah satu pusat ekonomi di 
Indonesia membuat banyak pendatang dari dalam maupun luar pulau datang ke Bali untuk mengadu 
nasib mencari pekerjaan. Tentunya hanya sedikit dari mereka yang memiliki rumah tinggal di Bali, 
jadi satu-satunya pilihan adalah tinggal di kost-kostan. 
Banyak masyarakat lebih memilih kost-kostan dikarenakan oleh beberapa alasan, misalnya 
saja tidak akan tinggal menetap di daerah tersebut jadi tidak memungkinkan untuk membangun 
rumah serta biaya sewa rumah yang jauh lebih mahal. Fasilitas kost-kostan pun biasanya sudah 
lengkap dengan AC, Dapur serta furniture yang lengkap jadi tidak perlu repot-repot membawa 
banyak barang. Biaya kost juga fleksibel yang biasanya bisa dibayar bulanan atau bahkan harian 
dibandingkan mengontrak/menyewa rumah biayanya dihitung tahunan. Hal-hal tersebutlah yang 
kemudian membuat kost-kostan makin hari makin diminati.  
Secara umum, kelebihan bisnis kos-kosan dibanding investasi rumah atau tanah adalah sebagai 
berikut: 
a) Berbeda dengan investasi tanah atau rumah, kos-kosan merupakan murni bisnis properti yang 
akan menghasilkan ROI (Return on investment) ditambah lagi dengan keuntungan 
mendapatkan passive income tiap bulannya 
b) Memiliki tingkat return lebih tinggi dibandingkan menyewakan rumah atau tanah, s/d 15% per 
tahun dibandingkan sewa rumah yang berkisar 3-5 %, tanpa bergantung dari kenaikan harga 
tanah 
c) Dilihat dari kebutuhan lahan, unit kost-kostan biasanya memakan lahan jauh lebih kecil 
daripada rumah tinggal.  
Pemkot Denpasar menjaring pendapatan dari rumah pemondokan atau rumah kos mengalami 
sandungan. Kontribusi atas pajak rumah kos yang diatur Perda No. 4/2001 ternyata gagal 
direalisasikan, akibat adanya klausul yang bertentangan dengan UU No. 34/2000 yang dikuatkan 
dengan Peraturan Pemerintah No. 65/2001.  
Potensi peluang menjaring pajak dari rumah-rumah kos yang ada di Denpasar sangat tinggi. 
Menurutnya, ketentuan Perda No. 4/2001 yang rencananya dijadikan landasan hukum untuk 
memungut pajak rumah kos ternyata bertentangan dengan UU No. 34. Dalam klausul UU No. 34 
disebutkan, rumah kos yang layak dikenai pajak adalah minimal memiliki 10 kamar sedangkan, 
Perda No. 4/2001 menyebutkan minimal 5 kamar. Data beberapa tahun lalu, di wilayah Kota 
Denpasar terdapat sedikitnya 9.314 rumah kost, saat ini jumlahnya diprediksi sudah berlipat, 
sehingga aturan main perlu ditegakkan. 
V. SIMPULAN 
Implementasi Administrasi desa dan adat dalam administrasi pengendalian penduduk 
pendatang di Desa Dangin Puri Kaja, berpedoman pada  Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 
Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan  Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi 
Menajemen Kependudukan (Simduk). Kendala yang dihadapi adalah kurang optimalnya kinerja dan 
sinergis dari Desa Dinas dengan Desa Pekraman. Kendala lainnya adalah kontribusi atas pajak rumah 
kos yang diatur Perda No. 4/2001 ternyata gagal direalisasikan  sehingga rumah kost terus 
berkembang mengakibatkan penertiban penduduk pendatang sulit untuk dikendalikan. 
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